
 

 

 
 

WALI KOTA BANJAR 
PROVINSI JAWA BARAT  

 
PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 52 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2020 

TENTANG ETIKA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa Etika Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar telah diatur 
dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin 
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik serta untuk memberikan 
perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan 

wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
dipandang perlu adanya penghargaan dan sanksi terhadap 
aparatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
melalui penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 
2020;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Etika Pelayanan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Banjar;  

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4246);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4724) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6858); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6858); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6858); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956);  
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani di Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);  

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 
2015 Nomor 1);  

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar 50); 

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 11);  
17. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 60);  

18. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020 tentang Etika 
Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar 
Tahun 2020 Nomor 54);  

19. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 
Nomor 13);  

20. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 
2022 Nomor 82); 

 
Memperhatikan  : Berita Acara hasil pemantauan dan evaluasi 

Penyelenggaraan pelayanan Publik Oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
terkait Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2020 
tentang Etika Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjar. 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR  54 TAHUN 2020 
TENTANG  ETIKA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 
BANJAR. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Etika Pelayanan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 54), 
diubah sebagai berikut:  
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga sehingga berbunyi 

sebagai berikut :  
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.  
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota 
Banjar yang merupakan unsur pengawas 
penyelenggaraan pemerintah daerah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar. 

6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP 
adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan 
nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari 
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. 

7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, 
dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 
penyelenggara yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan 
publik. 

9. Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga 
negara maupun penduduk sebagai orang-
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum 
yang berkedudukan sebagai penerima manfaat 
pelayanan publik, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, 
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10. Etika pelayan publik dan penyelenggara pelayanan 
publik yang selanjutnya disebut etika pelayanan 
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan 
pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik 
di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti 
legalitas persetujuan dari pemerintah kepada 
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

18. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti 
legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau 
sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

19. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

20. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang tindak pidana 
korupsi. 

21. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara 
melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau 
antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang 
merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. 

22. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara 
Negara secara melawan hukum yang 
menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau 
kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, 
dan negara. 

23. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu 
meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara 
uang, barang, rabat(diskon), komisi, pinjaman tanpa 
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 
fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri 
maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan 

dengan menggunakan sarana elektronika maupun 
tanpa sarana elektronika. 

24. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada 
perorangan atau kelompok jika mereka melakukan 
suatu keunggulan/prestasi di bidang tertentu. 

25. Sanksi adalah hukuman atau bentuk 
pertanggungjawaban atas perilaku yang telah 
dilakukan oleh seseorang. 
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2. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

   
BAB VI  

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI 
PELANGGARAN  

 
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yakni 

Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

 
 Pasal 7A 

(1) Bagi pelaksana pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu yang berprestasi akan diberikan penghargaan. 

(2) Bagi pelaksana pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu yang tidak melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 5 dan melanggar ketentuan dalam Pasal 6 
maka akan diberikan sanksi. 

(3) Ketentuan yang mengatur tentang teknis 
pelaksanaan penghargaan dan sanksi terhadap 
pelaksana dalam pelaksanaan pelayanan perizinan 
dan nonperizinan, diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 (satu) 
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Wali 
Kota ini. 

                                                                         
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 
Ditetapkan di Banjar 
pada tanggal  5 Juni 2023  
WALI KOTA BANJAR, 
 

TTD 
ADE UU SUKAESIH 

 
Diundangkan di Banjar  

pada tanggal 5 Juni 2023           
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,  

 
TTD 

  NURSAADAH 
 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 52 


